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Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi digital dan kematangan teknologi meningkatkan
akuntabilitas publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Seiring dengan semakin sentralnya tata kelola
digital dalam reformasi sektor publik, pemahaman mengenai faktor-faktor teknologi yang memengaruhi
akuntabilitas menjadi semakin penting. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini
menganalisis data panel dari pemerintah kabupaten pada periode 2020-2022. Variabel-variabel teknologi
utama—Xkematangan e-government, aksesibilitas website, visibilitas media, e-procurement, dan
infrastruktur telekomunikasi diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik.Hasil
regresi menunjukkan bahwa kematangan teknologi dan aksesibilitas digital secara signifikan
meningkatkan tingkat akuntabilitas, yang menegaskan pentingnya platform digital yang maju dan sistem
informasi yang transparan. Sebaliknya, e-procurement dan infrastruktur telekomunikasi tidak
menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan adanya ketidakmerataan implementasi
digital antarwilayah. Temuan ini menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola
daerah tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga pada integrasi sistem, praktik
keterbukaan data, dan aksesibilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana yang
berkembang mengenai tata kelola digital dengan menyajikan bukti empiris dari wilayah berkembang.
Selain itu, penelitian ini menawarkan implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat
mekanisme akuntabilitas melalui pengembangan teknologi yang strategis dan peningkatan kapasitas
institusional.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Kematangan Teknologi, E-Government, Akuntabilitas Publik,
Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik di Indonesia membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan
kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur urusan pemerintahan
berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai amanat UUD 1945. Dalam perspektif teori
keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab kepada masyarakat
sebagai principal untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif
(La Adu et al., 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa otonomi daerah
mencakup hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan masyarakatnya.
Konsekuensinya, tata kelola keuangan menjadi aspek penting dalam memastikan akuntabilitas dan
transparansi APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk mengevaluasi
kinerja fiskal serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran (Amri et al., 2022).

Tuntutan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat seiring
diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menekankan pentingnya
manajemen keuangan yang efektif dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis kas menuju akrual juga bertujuan
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik (Ibrahim et al., 2020). Sejalan dengan
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perkembangan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu
instrumen yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan e-government memungkinkan
pemerintah daerah menyediakan informasi publik melalui platform digital seperti situs web, media
sosial, dan sistem layanan elektronik, sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai
Keterbukaan Informasi Publik (Octavio & Urumsah, 2023).

Meskipun regulasi telah menetapkan standar keterbukaan informasi, penelitian menunjukkan
bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan daerah masih beragam. Ibrahim et al.
(2020) melaporkan bahwa tingkat mandatory disclosure masih moderat. Penelitian lain oleh Octavio
dan Urumsah (2023) menemukan bahwa kematangan e-government dan kualitas laporan keuangan
berpengaruh signifikan terhadap transparansi digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih
terdapat tantangan dalam meningkatkan keterbukaan informasi secara merata di seluruh daerah.
Peningkatan kematangan e-government menjadi salah satu strategi penting dalam memperbaiki
akuntabilitas publik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE mewajibkan integrasi
sistem keuangan daerah, seperti penganggaran, pengadaan, dan pelaporan, dalam satu platform digital
untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan transparan (Basri et al., 2022). Integrasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, percepatan digitalisasi juga tercermin dalam meningkatnya
belanja pemerintah di sektor TIK. Data Kementerian Kominfo menunjukkan kenaikan belanja dari
12,7 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 30,5 triliun rupiah pada 2022. Peningkatan tersebut
mengindikasikan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung
akuntabilitas publik (Katharina, 2021). Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital di
berbagai instansi pemerintah melalui penerapan Work From Home (WFH), yang mendorong
pemerintah daerah mengoptimalkan SPBE untuk pelayanan publik dan pengelolaan keuangan (Arief &
Abbas, 2022). Kematangan e-government menjadi semakin relevan dalam memastikan kelancaran
layanan publik selama pandemi dan pascapandemi (Sari & Muslim, 2023).

Literatur menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi pada peningkatan
transparansi fiskal, namun masih terdapat ketimpangan dalam kesiapan infrastruktur digital, literasi
TIK, serta resistensi aparatur terhadap perubahan (Hasanah et al., 2024; Silaban, 2020). Selain itu,
tantangan keamanan siber juga semakin meningkat seiring penggunaan sistem digital (Choirunnisa et
al., 2023). Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan SPBE selaras dengan PP No. 12 Tahun
2019 yang mewajibkan pemanfaatan sistem elektronik guna meningkatkan pengawasan, akurasi
pelaporan, dan efektivitas audit. Seluruh LKPD yang disusun pemerintah daerah harus diaudit oleh
BPK sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004, sehingga kualitas pelaporan menjadi faktor penting dalam
mewujudkan transparansi (BPK RI, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kematangan e-government mampu meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi fiskal (Octavio & Urumsah, 2023; Katharina, 2021). Namun, indikator
yang digunakan sering kali terbatas pada keberadaan situs web atau fitur digital tertentu sehingga
belum menggambarkan kompleksitas SPBE secara menyeluruh. Selain itu, hanya sedikit penelitian
yang menggunakan pendekatan panel data multi-tahun untuk mengkaji hubungan antara e-government
maturity dan akuntabilitas publik secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi
utama. Pertama, penggunaan panel data periode 2020-2022 dari 150 kabupaten (750 observasi)
memberikan kekuatan analisis yang lebih tinggi. Kedua, penelitian ini mengembangkan indikator
multidimensi mengenai e-government maturity, meliputi integrasi sistem keuangan dan keterbukaan
data. Ketiga, penelitian ini menguji peran disclosure LKPD sebagai variabel mediasi dalam hubungan
antara kematangan e-government dan akuntabilitas publik.
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Dalam kerangka teori keagenan, hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat
sebagai prinsipal menuntut adanya mekanisme yang mampu meminimalkan asimetri informasi dan
risiko perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Dalam sektor publik, risiko seperti moral
hazard dan adverse selection muncul ketika pemerintah menguasai informasi lebih jauh dibandingkan
masyarakat, sehingga mekanisme monitoring dan transparansi menjadi alat kontrol yang krusial
(Mardiasmo & Djamhuri, 2022). Penerapan teknologi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan informasi,
meningkatkan keterbukaan data, dan memperkuat akuntabilitas publik dalam hubungan keagenan
(Kristian, 2023). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat
administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol prinsipal terhadap kinerja agen.

Akuntabilitas publik pada pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik secara transparan
(Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas yang baik membutuhkan penyajian informasi yang andal, dapat
diakses, dan terverifikasi, sehingga ruang bagi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Dalam
lingkup digitalisasi pemerintahan, kualitas akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem
digital mampu menyediakan data yang akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai
studi terdahulu menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki korelasi positif terhadap
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik, terutama ketika sistem informasi
pemerintah telah mencapai tingkat kematangan yang memadai (Octavio & Urumsah, 2023).

Kematangan e-government merupakan salah satu faktor penting yang menentukan
keberhasilan akuntabilitas digital. Pada tingkat kematangan yang lebih tinggi, sistem pemerintahan
tidak hanya menyediakan informasi dasar, tetapi juga mengintegrasikan layanan, membuka akses data
publik, dan memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Integrasi sistem
keuangan daerah, portal layanan publik, serta interoperabilitas data antarinstansi meningkatkan
konsistensi informasi dan meminimalkan potensi manipulasi, sehingga memperkuat kontrol publik
terhadap agen pemerintah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kematangan e-government
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan kinerja akuntabilitas (Lupu & Lazar,
2015; Katharina, 2021). Berdasarkan kerangka teori dan temuan empiris tersebut, kematangan e-
government diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Aksesibilitas website pemerintah juga menjadi determinan lain dalam penguatan akuntabilitas.
Website yang mudah diakses, responsif, dan menyediakan informasi yang lengkap memungkinkan
masyarakat memperoleh data secara langsung tanpa bergantung pada birokrasi konvensional. Bradbard
dan Peters (2010) menekankan bahwa aksesibilitas yang baik meningkatkan keterlibatan publik karena
informasi dapat diperoleh tanpa hambatan teknis. Selain itu, situs pemerintah yang terbuka mendorong
partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran daerah. Ketika
pemerintah menyediakan kanal informasi yang mudah dijangkau, ruang bagi praktik penyelewengan
dapat ditekan melalui kontrol sosial. Oleh karena itu, aksesibilitas website pemerintah diperkirakan
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

Visibilitas media juga memegang peranan penting sebagai mekanisme kontrol eksternal
terhadap pemerintah. Media berfungsi sebagai arena akuntabilitas publik (Bovens, 2007), di mana
liputan dan pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah dapat memengaruhi persepsi dan respons
masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Visibilitas yang tinggi mendorong pemerintah untuk
bertindak lebih transparan karena setiap kebijakan berpotensi mendapatkan sorotan publik. Liputan
media yang intensif terbukti meningkatkan kesadaran publik terhadap isu penyimpangan, sehingga
memaksa pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas (Maia, 2009). Dengan demikian, visibilitas
media diperkirakan berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik.
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Sementara itu, e-procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital
merupakan salah satu pilar SPBE yang dirancang untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi
pengelolaan anggaran. Sistem ini menyediakan jejak audit digital yang lebih kuat, meningkatkan
transparansi proses, dan mengurangi peluang intervensi birokratis. Penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa penerapan e-procurement dapat mengurangi praktik korupsi dan memperkuat integritas
administrasi pemerintah (Neupane et al., 2012; Panda et al., 2010). Namun dalam perspektif daerah
berkembang, efektivitas e-procurement sering kali dipengaruhi oleh variasi kapasitas institusional dan
kesiapan sumber daya manusia. Meskipun begitu, secara teoritis e-procurement diharapkan
memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas publik.

Infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi bagi implementasi sistem digital pemerintahan.
Infrastruktur seperti jaringan 4G, fiber optic, dan BTS menentukan keterjangkauan layanan digital
pemerintah, terutama di daerah yang menghadapi kesenjangan teknologi. Jaringan telekomunikasi
yang kuat memungkinkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan layanan SPBE secara
merata. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah dengan infrastruktur telekomunikasi yang
lebih baik memiliki tingkat transparansi dan partisipasi publik yang lebih tinggi, karena akses digital
lebih terbuka (Garcia-Murillo, 2010; Starke et al., 2016). Oleh karena itu, infrastruktur telekomunikasi
diperkirakan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, meskipun dampaknya bisa berbeda
antarwilayah bergantung pada kesenjangan digital.

Berdasarkan teori keagenan, literatur digital governance, dan temuan empiris yang relevan,

hubungan antara variabel-variabel teknologi dan akuntabilitas publik dapat dirumuskan dalam lima
hipotesis:
H1 :Kematangan e-government berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas  publik.
H2 :Aksesibilitas website pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
H3 :Visibilitas media berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
H4 :E-procurement berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
HS5 : Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman empiris mengenai peran
teknologi dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Data yang digunakan bersumber dari
LKPD yang telah diaudit oleh BPK pada periode 2020-2022, yakni periode yang mencerminkan
percepatan digitalisasi sebagai dampak pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder untuk menganalisis
pengaruh transformasi digital terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah kabupaten di Indonesia.
Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan mengacu pada ketersediaan data Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2020-2022 yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah. Pemerintah provinsi, kota, dan daerah administratif dikecualikan karena
perbedaan karakteristik kewenangan dan struktur organisasi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh
150 kabupaten dengan data lengkap selama tiga tahun sehingga menghasilkan 450 observasi panel.

Variabel penelitian mencakup akuntabilitas publik sebagai variabel dependen dan lima
variabel independen yang merefleksikan tingkat transformasi digital daerah, yaitu kematangan e-
government, aksesibilitas situs web pemerintah, visibilitas media daring, intensitas penggunaan e-
procurement, serta infrastruktur telekomunikasi. Seluruh indikator disusun berdasarkan standar
pengukuran yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks pemerintahan
daerah.

251



PROSIDING: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNIPMA (SNAPMA) Tahun 2025

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk
memberikan gambaran umum karakteristik variabel penelitian. Kedua, regresi data panel diterapkan
untuk menguji pengaruh variabel digital terhadap akuntabilitas publik. Pemilihan model regresi
dilakukan melalui pengujian common effect, fixed effect, dan random effect, serta ditentukan
berdasarkan hasil uji Hausman. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat
lunak EViews 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa tidak semua variabel digital governance
memberikan pengaruh yang sama terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten di Indonesia.
Pada tahap pengujian hipotesis, variabel jaringan telekomunikasi dan akses internet tercatat tidak
signifikan, masing-masing dengan koefisien —0,005 (»p = 0,392) dan 0,012 (»p = 0,284), yang
menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur digital belum secara langsung mendorong peningkatan
opini audit daerah. Sebaliknya, kematangan teknologi memberikan pengaruh positif dan signifikan
dengan koefisien 0,217 (p = 0,004), diikuti oleh aksesibilitas situs web dengan koefisien 0,098 (p =
0,031) dan visibilitas media dengan koefisien 0,143 (p = 0,018). Sementara itu, e-government dan e-
procurement tidak menunjukkan signifikansi statistik, dengan nilai p masing-masing 0,112 dan 0,447.
Secara simultan, model regresi menunjukkan F-statistic signifikan yang menegaskan bahwa seluruh
variabel digital governance secara kolektif berkontribusi terhadap variasi akuntabilitas, meskipun tidak
seluruhnya berpengaruh secara individual.

Temuan tersebut kemudian didiskusikan dengan meninjau kondisi empiris di daerah. Tidak
signifikannya variabel infrastruktur digital mengindikasikan bahwa ketersediaan jaringan
telekomunikasi dan akses internet belum otomatis menumbuhkan transparansi publik, karena pengaruh
infrastruktur sangat bergantung pada kesiapan birokrasi, literasi digital aparatur, dan integrasi sistem
informasi. Sebaliknya, pengaruh signifikan dari kematangan teknologi memperlihatkan bahwa daerah
yang memiliki sistem digital lebih terstruktur, terintegrasi, dan konsisten penggunaannya cenderung
memiliki kualitas pelaporan yang lebih baik, sehingga berdampak pada akuntabilitas. Aksesibilitas
website juga terbukti penting karena semakin mudah publik mengakses informasi pemerintah, semakin
tinggi tingkat pengawasan sosial sehingga pemerintah daerah terdorong menjaga kualitas pelaporan
keuangan. Demikian pula, visibilitas media menjadi faktor pengawasan eksternal yang memperkuat
akuntabilitas, karena sorotan publik melalui pemberitaan mendorong pemerintah daerah lebih hati-hati
dalam tata kelola anggaran. Sebaliknya, tidak signifikannya e-procurement menggambarkan bahwa
implementasi sistem pengadaan elektronik masih belum optimal, cenderung administratif, dan belum
sepenuhnya mendukung mekanisme akuntabilitas secara langsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital
dalam meningkatkan akuntabilitas publik tidak semata-mata ditentukan oleh penyediaan infrastruktur
atau keberadaan aplikasi digital. Justru, faktor yang lebih berperan adalah tingkat integrasi teknologi
dalam proses birokrasi, aksesibilitas informasi publik, serta tekanan eksternal melalui media. Dengan
demikian, penguatan akuntabilitas di era digital memerlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk
peningkatan kapasitas institusional, perbaikan kualitas tata kelola digital, dan penguatan ekosistem
pengawasan publik.
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SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital dan kematangan teknologi memiliki
peran penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah kabupaten di Indonesia. Temuan empiris
menunjukkan bahwa variabel yang menggambarkan kualitas pemanfaatan teknologi seperti
kematangan teknologi, aksesibilitas situs web, dan visibilitas media berpengaruh signifikan dalam
meningkatkan akuntabilitas publik, yang tercermin melalui opini audit BPK. Sementara itu,
infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan akses internet, serta implementasi e-
procurement, belum menunjukkan pengaruh yang berarti karena masih terbatas pada ketersediaan
teknis dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme tata kelola daerah. Secara keseluruhan,
keberhasilan transformasi digital dalam meningkatkan akuntabilitas tidak bergantung pada teknologi
semata, tetapi pada kapasitas institusional, konsistensi pemanfaatan sistem, dan keterbukaan informasi
yang memungkinkan pengawasan publik berjalan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu mengarahkan fokus kebijakan tidak
hanya pada pembangunan infrastruktur digital, tetapi terutama pada penguatan kematangan teknologi
melalui integrasi sistem informasi, peningkatan keamanan data, serta standardisasi tata kelola digital di
seluruh perangkat daerah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa situs web daerah dikelola secara
profesional, mudah diakses, dan menyediakan informasi publik yang lengkap dan mutakhir agar dapat
mendukung mekanisme transparansi. Selain itu, kolaborasi dengan media perlu diperkuat sebagai
bagian dari strategi peningkatan visibilitas dan pengawasan eksternal yang sehat. Implementasi e-
procurement perlu diperbaiki melalui peningkatan kualitas data, kepatuhan proses, dan integrasi
dengan sistem pelaporan digital lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengevaluasi aspek
organisasi dan faktor non-teknis, seperti kompetensi aparatur, budaya birokrasi, dan efektivitas
regulasi digital, karena faktor-faktor tersebut diduga turut menentukan keberhasilan transformasi
digital dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan daerah.
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